
GI'BERITUR M'gA TENGGARA TTIUR .

PTRATURAN GUBTRIYUR IYUSA TENGGARA TIUT'RNOUOR 6 TAHUN 2OT4

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELq,KSANAANPROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2014

DTNGAN RAIIUAT TUIIAN YAIYG }IAIIA ESA

GUBERIYUR IYUSA TEIIGGARA TIUUR,

Menlmbang : a.

b.

bahwa dalam rangka meningkatkan kinedapen-gelolaan program/tegiatan apgf r.abupaten/Kotase Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlulln adanyakoordinasi, sikronisaJ, iniegrasi, 't 
":""L" danketerpaduan pembinaan da; pengendalian untr,rkmewujudkan A,BD Kabupaten/Kota:y"rrg ;rk 

"lit""dan berdayaguna;

bahwa berdasarkan^ pertimbangan sebegaimenadimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan
Gubernur tentang pedoman umum pembinaan danPengendalian pelaksanaan program dan KegiatanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
$a-bupaten/Kota se provinsi Nusa t"rrg;"r TimurTahun Anggaran 2Ol4;

Undang-Uldang Nomor 64 Tahun 19Sg tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat l- n"ri, NusaTenggara Barat.dan ]{usa Tenggari fimur (kmbaran
r"er" Republik Indonesia tif,u* 19s8 NJ*o, 115,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor l6a9l;

lnda1S-Updarrg Nomor g2 Tahun 2OO4 tentangPemerintahan Daerah (*mbara' Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor l2B, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia ll"** 44gzlsebegaimana telah diubah beberapa rcati--t"rar.rrir
!"reg,- undang-undang Nomor 12 Tairun 2oos tentangPembahan Kedua Atas unda'g-undang Nomor 32Tahun 2oo4 tentang pemerintahi" n""rir, 1rr*urr.r,Negara Republik Indonesia Tatrun 2oog N"*, 59,Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor a84al; L

Mengingat : l.

2.



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO+ tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Rrsat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahankmbaran Negara Republik Indonesia Nomor ++i8l;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2oos tentangPedoman Pembinaan dan pengawasan eerryel*gg*ru'
Pemerintahan Daerah (Lemlaran Negara RepubrikIndonesia Tahun 20OS Nomor l6E, Tambahan
Lembaran Negara Republik Ind.onesia Nomor aS93);

Peratrrran Pemerintah Nomor 3 Tahun 2oor tentang
franor-an Penyelenggaraan pemerintahan DaerahKepada Pemerintah, Laporan K.t"rurrg'
fefanggungiawaban Kepala Oaeiah Kepada ppnO a"r,Informasi Laporan penyerenggaraan pemerintahan
laerg! Kepada. Masyarakat- (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi a6g}l;
Peraturan Pemerintatr Nomor g rahun 2oog tentang
Tatrapan, Tata Cara pen5rusunan, pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana eernbanfrrna,--Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oogNomor 2L, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48l7l;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata cara Pelaksanaa' T\rgas da, wewenang sertaKedudukan Keuangan Gubernur Sebagai wakil
Pemerintatr Di wilayah provinsi (Iembarl', Negara
Republik Indonesia Tahun 2oLo Nomor 2s, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sloz)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2ol1 tentang perubahan
Atas Perattrran Pemerintah Nomor 19 tarrur, 2o1o
tentang Tata cara pelaksanaan T\rgas dan wewenang
serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil
Pemerintatr Di wilayah provinsi (kmbarai Negara
Republik Indonesia Tatrun 2011 Nomor 44, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S2O9);

Peraturan Presiden Nomor s4 Tahun 2olo tentang
Pedoman Pelaksanaan pengadaa' Barang/Jasi
Pemerintah sebagaimana telatr diubatr beberapa kali
terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 70 Tahun2ol2 tentang Pembatran Kedua Atas peratrrran
Presiden Nomor s4 Tahun 2o1o tentang pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemeintah; f,

4.

5。

7.

2



Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l
Tahun 2oll tentang Perubahan Kedua Atas peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6s rahun 2oog
tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi
Peny-elenggaraan Dekonsentrasi dan T\rgas
Pembanhran Provinsi dan Pembenhrkan Tim Koordinasi
Penyelenggaraan T\rgas Pembanhran Kabupaten/ Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tatrun 2013
tentang Pedoman Pen5msunan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggar.an 2OL4;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
1 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daeratr provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor OO1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara fimur
Nomor O5);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara fimur Nomor
15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daeratr Tahun Anggaran 2OL4 (Iembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2O1B
Nomor 015);

MEMUTUS-3

Menetaphn :PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM
PEMBINAAN  DAN  PENGENDALIAN  PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH  KABUPATEN/KOTA  SE
PROⅥNSI NUSA   TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2014.

9.

10。

11.

12.

13.

Pasal 1

Dalam Perattrran Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi

Tenggara Timur. L

dan

Nusa
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4. Dewan perwakilan yry.r Daerah yang selanjutnya disingkatDPRD adalah Dewan p".*if.iti, Rat<5rat Daerqt.(Provinsi/Kabupaten/K0ta) se-provinsi Nusa Teresro Timur.s. An66aran pendaparan dan Belanja Daerah yang selaniutnyadisingka.t ApEtD azraral. fee...l, ;;;;;-.-- da.rr Erelanja.
Daerah Kabupaten/Kota se proiinsi il;;i;ssr* Tim,r.

'#3*#ff 
f,'*#3*Hxu.l**g,1g3gH

7' Eiro Admimstrasi pembangunan yang seraqiutnye disebut Biroadalatr Eliro Adrninistrasi perrrb-anginan--Sekretal.iat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Pedoman Umum adala!.acuan bagi sinkonisasi pelaksanaanprograrn/kegiatan, nemb111n aan-pengenaafian i;i"kil"";
_p-gry-- dan kegiatan ApBD l{abup"t -rr7Xot" 

dalam rangt<a
!-eyujudnyl sinergisitas_ pengelolabn pimUangunan ;T;Kabupaten/ Kota dengan provinsi Nusa ienggara Tirnur sertamendorong percepatan capaian indikator daT;""; ld;.;yang tercantum dalarn dokumen rencana pembangunan

9. Program dan Kegiatan ApBD Kabupaten / Kota adalah instrumentkebijakan yang dilaksanakan oleh pii"iri"t r, ar"."r, *tr-[mencapai sasaran ,dan tujuan sesuai alokasi ;gd;;termasuk dalam hal ini program dan kegiatan Apgil ven,gSlaksanaalnya diserahkan tepa&---- 
-p#"rf,rrHfi

Kabupaten/Kota.
lO. Rencana pelnlangunan__ jg*" panjang Nasional yangselanjutnya disingkat RpJpN adalah dokumen perencanaanpembangunan nasional untuk periode 2O (dua pirf"tl -t"ffi

terhitung sejak tahun 2OO5 sampai dengan tairun ZbZS.
11. Re.nqna Pembanglnal^-{ggt" 

- fanianS Daerah yangselanjutnya disingkat RpJpD aaaUn aitumen perencanaan
pembangunan daerah provinsi dan Kabupaten/fota untukperiodg 2O (dua puluh) tahun terhitung !.i"t ' t"fr.r., ZOOS
sampai dengan tahun 2025.

12. Rencana PeabanSulan-*J_11$" 
- llenengah Nasional, yangselar{utnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan

pembangunan nasional ry!r!1 ggriode S (lima) tahun"r, yaitu
RpJM Nasional I Tahun 2oos_20o9, Rp.lM Uisional U T;hun
2OlO-2Ot4, RpJM Nasional III Tahun 2015_2019, d"" itiM
Nasional tV Tahun 2O2O-2O24.

13. Rencana Pembangunan__{_rryk" Menengah Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dofumen perencanaan
pembangunan daerah untuk perioda S (lima) t ir"".r, y"ot
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan progr:am f<ipafidaerah dengan berpedoman pada RpJp Dierah 

""rt"memperhatikan RPJM Nasional. f,-

ll
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14- Rencana Strategis satuan-__Kda perangkat Daerah yangselanjutnya disingkat RENSTRA sKpD adalah dot<rimenperencanaan sKpD untuk pe-node 5 (lima) tahun, yang memuatvisi, misi, tqiuan, strategi, kebijakan, progr"*; d"" tegiatanpembangunan yang disusun 
-sesuai .i""gi. trrgas dan fungsi

lattran Kerja pera'g!<at Daerah serta u"rplo"man kepada np.luDaerah dan bersifat indikatif.
15. Rencana Kerja dan Anggaran satuan Kerja perangkat Daerahyang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 

"drur, aofiir".i l"r,*digunakan untuk penyusunan rerrcana program dan kegiitan,
serta anggaran pendapatan, belanja da* pembiayaan srp6.

16. Kebijakan umum Anggaran pendapatan dan Belar{a Daerahyang selanjutnya disingkat KU ApBb adalah kebiiakan 
__*r.*

yang memuat petunjuk dan ketenhran-ketentuan umum yang
disepakati sebagai pedoman dalam penJrusunan APBD.

17. Prioritas dap 
^Plafon- 

Anggaran sementara yang selaqiutnyadisingkat ppAS adalah dolmmen sementarl v"rrs mlmuat
program prioritas dan plafon (patokan batas mat<slmJanggaran)
yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan

pasal 2

Pedoman umum pembinaan dan pengendalian pelaksanaan
Program dan Kegiatan APBD Tahun Angg.r*r, zot4 adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dai-mempakan bagia,
{ang tidak terpisatrkan dari peratrrran Gubernur ini, yang teiairi
dari :

I. Pendahuluan ;
II. Prinsip-Prinsip Pengelolaan pembangunan Kabupaten/ Kota ;

III. Pembinaan, Pengendalian, pengawasan dan Monitoring;
IV. Pembinaan, Pemarrtauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus

(DAK);
V. Ketentuan Pokok lainnya;

VI. Penutup. I*-



Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundanekan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkarl pengundangan
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur .

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3A Januari 2Ol4

I cueeRNuR NUSA TENGGARA TrMUR,,

FRANS LEBU

Diundangkan di Kupang
paela tanggal 36r Januari 2OI4

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR I

VF― SISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2OI4 NOMOR.46
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perencana,an pembAnguna!1 d-aera.h antal Kabupa.ten / Kotadalam wilayah provinsi.

^ 
Dalam- penyelenggaraan pemerintahan sesuai amanatPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun ZO iii.r,t".rg perubahan

Atas peraturan pemerintah Nomor rs t"hu" iOf o ii"G"g i"t"Cara Feiaksamaan Tugas <ian Wewenang- S".ta KedudukanKeuangan Gubernur Sebagai Wakif pem?rintah Di WilayahProvinsi, Gubernur sebagai -wakif pe."eri"t"t dapat melakukankoordinasi untuk terciptanya f.eterpaAuiii- a"., sinkronisasipenyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, p";ti;p;;perai'rgka"r laerair Srang akai, meiaicsanJar, proEr*am dankegiatan dekonsentrasi, dan k;;;di;;;, pengendalian,pembinaan, evaluasi dan pelapora., p"f"t"*a* dekonsentrasi,tugas pembantuan dan Dana Alokasi Xt usu* 1beXy.

.. - Koordilasi pembinaan, pemantauan dan pengendalian Dana
fl.:F.j Khusus (DAK) di provinsi Nu"a- reregara Timurdilakukan sesuai Surat Edaran Be.sarna Menteri NegaraPerencanaan pembangunan Nasional/Kepala Baa;Perencanaan pembangunan Nasional, fvf".rie.i Keuangan dan
|f1j9L . oatam 

^.*i^l,rryglu o2'3drM.ipiv/rrlzoos; se
!72.?/YK o7/2ooa;9oo/3ss6/SJ t""ssJ ii Nopernber 2oo8f.erilU Petunjuk pelaksanaan pemantaian i.f.rri" pelalsanaan
dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi ffiusus (naf).

Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan kebijakanpembangunan daerah vang tertuang dalam perda Nomor O1
I*u1 20_14 tentang R:":"1! eemban*gunan Jangka M";;g;h
P::4 (RPJMD) provinsi Nusa Tenglara Timur Tarrun 2013_2018 denga.n 8 (delapan) agenda p"iiU""gr,rr.r, provinsi NusaTenggara Timur, 6 Tekad pemerintah p.o""lrrsi Nusa fenggaraTimur dan Progpam Desa/Kelurah"r, nAarrai.i e"ggur Merah.vanspelaksanaannya dengan Spirit Anggara" t;i;k-R;b,; M;i;j;Sejahtera lAnggur Merall.

Spirit Anggaran untuk Rakyat Menuju SeJahtera (AnggurMerah) gaitu mengembangkan blrokrasi plloyonon puAiiX fingcepat ctran rrur. ah melalui penato.an f ekmiag ai-n aan jcutaer r_int -ttmeurujudkan anggaranyembangunan ganl porsinga tebih besirDerptnarc pacta kepentingan rakgat daripada belanja aparatur
d.alam penerapan Anggaran pend.apatan iin Belanja b"in.
^^_ 

Sesuai dengan prioritas dan Sasaran pembangunan Tahun2074, Feurerintah Frovinsi iriusa Tenggara Timur teiahme-netapkan tema pembangunan untuk -iahun 
2O14, yaitucAkselerasl dan penguatan sasaran pertumbuhan ekonomlbagl kepentlngan.masyanakat metalui-pembangunan berbasis

desa dan kelurahan".
Pemenntah provrnsi akan meningka-tJ<an angga.ran danmemprioritaskan program gu. kegiatan yang riendukungpencapaian delapan agenda p.mbarrgunan daerah serti

berdampak langsung pada masyarakat. [arena itu pendekatan
perencanaan harus berbasis desa dan kelurahan.

Pemer:inta-h Kabupaten / Kota se provinsi Nusa TenggaraTimur dalam menetapkan kebijakan pembangunari- di
{perahnya, mempertimbangkan spesifikasi dan kebutuhan serta,1

.1..



potenei pada easing_masing rllgVah, namun dihara.pkan tete.pmengedepankan sinereisitasl :*k"1.;"i";,' j"., *,"g.."i denganKebijalan pembansun"an NasionJ Ar" i;ilt"", Nusa TenggaraTim^ur dengan.Spirt enggur Merah. u"d;;;;gat diperlukanperan pemerintah provinsi Nusa T;;gg; Timur dalammelakukan pembinaan 
-dan *oe.n-gend"rur, ftiJ.rnaan prosram

9T- -t:**l:_" Anggarln penalapatan -ari'-e"rurria 
DaerahKabupaten / Kota se provinsi ruusa tengga*ii*rr.

Dasar

輔糧∫挽浦蕪:
ll、 1『1:3塩子

ndang NOmor 32

Undanまundang Nomr33 2計n甜o4t篭
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4.

5

6.

7. Peraturan Pemerintah Nomor
Cara Pelaksanaan Tugas dan
Keuangan Gubernur Sebagai
Provinsi sebagaimana teiah
Pemerintah Nomor 23 Tahun
Peraturan Pemerintah Nomor
Cara Pelaksanaan T\rgas dan
Keuangan Gubernur Sebagai
Provinsi;

零e羅:xg2::踏盤 通慰
Ⅷ嚇
mll翼
識ヽ霊l

201l tentang Perubahan Atas

場ett11lg2::RF諾星li濫童
Wakil Peme五nl」h Di Wilayah

8. Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2Ol0 tentang pedoman
Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah
sebagairnana telah diubah beberapa"Lali terakhir denganPeraturan presiden Nomor 70 Tahun 2Ol2 tend;;
Perubahan Kedua Atas peratura_n presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa
Pemerinta.h;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedon-rarr pei.rgeiOlaarr KeUangan Daerahr
sebagaimana telah diubah beberapa kali teiakhir denganPgraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2d1l,/c



tentans Perrrhajra-n Kedua ,{tas Peraturan Menten Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008
tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi
Penyeienggaraan Dekonsenirasi dan Tugas Pembantuan
Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan
T\rgas Pembantuan Kabupaten/ Kota;

Ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2074;

12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2013-2Q18 {Lemba.ran Da-erah Provinsi Nu*a Tenggara Timur
Tahun 2Ol4 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 05);

13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15
Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerair Tairun Anggaran 2Oi4 (i,embar.n Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 015).

C. Tujuan
Mendorong kesamaan persepsi, gerak dan komitmen dalam
suasana kebatinan Seho:tl Sesucrcr SeJah,tetu,kan I{fT maka
Pedoman Urnum ini bertujuan :

Mendorong adanya program/kegiatan pembangunan yang
hersinersi rlan fcrinfccrrs.si enfar Kahrlnafen lKatn denrrans.. - i --,

program prioritas Provinsi;

Mendorong adanya percepatan koordinasi pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan prograrn dan kegiatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi
Nusa Terrggara Timur yang berkuaiitas;

Mendorong adanya percepatan capaian indikator dan sasaran
kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana
pembangunan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara
Timur clan kontribusinya terhadap capaian indikator dan
sasaran kinerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mendorong adanya penguatan kelembagaan Pemerintahan
Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan serta lembaga
sosiatr kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemban gunan.

D, Sasaran

Agar Kabupaten/Kota se Frovinsi Nusa Tenggara Timur
termasuk stakeholders/mitra terkait dapat meningkatkan
kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerahnya melalui
peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan
prograni claii kegiatarr Airggarari Penilapatan dail Belanja Daei:aii
Kgrbupaten/Kota, demi meningkatkan pendidikan yang

/{

a.

b。

C.

d.



||

|

i

|

Lrerkualita,s, relev.an, efisiensi, dan efektif )rang dapat dlja:rgkauoleh seluruh rnasyarakat; meningkatkan derajat-d.an kualitas
kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkauseluruh masyarakat; memberdayakan etonofri rar<yat-deigan
mengembangkan pelaku ekonomi yang mampu memanfaatkan, keunggulan notensi lokal; me.nirlgkatk* infrastruktur yang
memadai agar masyarakat dapat memiliki aksesibilitas untuk
memenuhi kebutuhan hidup yang layak; menegakan supremasihukum dalam rangka mewujudkan 

-pemerintalan 
yang bersih

dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepttisme serta ,,,"*r3rau,masvarakat yang adil dan sadar hukum; meninikatkan
pembanguna.n yang berbasis tata ruang dan lingk..rg", hidup;
meningkatkan kualitas kehidupan aan peran pErr-p,r"rr,
kesejahteraan anak dan partisipasi - p"*rdr. dalampembangunan; meningkatkan upaya penanggurangan
kemiskinan, pembangunan daerah p"rult"""rrl p"*6..rgunan
daerah kepulauan dan pembangunan daerah rawan bencana;
meningkatkan peran aktif kelembagaan pemerintahan
kecamatan, desa/kelurahan serta kllembagaan sosial-
kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangr.r"rr, termasuk
pelaksanaan program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.

II. PTNGELOLAAN PEMBANGUNAN I(ABUPATEN/KOTA.
A. Perencanaan

1. Patts"αlF:penyusunan perencanaan Pembangunan]Daerah
dan  Desa,  dilaksanakan  dengan  melibatkan  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, perangkat
desa,  lembaga  sosial  kemasyardkatan  desa,  Lembaga
Swadaya Mawarakat 10kal, Octtnisasi profesi, perttruan
tinggi, dunia usaha, koperasi, masyarakat desa setempat,
dan unsur lainnya;

Respοnsr r dapat mengembangkan berbagai potensi yang
ada, dan mengantisipasi masalah dan perubahan yang
tettadi di daerah;

Der10た
“
α施   :  melibatkan  masyarakat  dalam  setiap

perencanaan   pembangunan  yang  meliputi  usulan
program/kegiatan(」 aring Asnlara)sesuai potensi yang ada di
daerah;

rb五4降gttαsi l adanya bterpaduan anttra prottam/ke」 a如
Pemedntah Pusat,Provinsi dan Kabupaten/KOt■

;

5. Bersinergi : program/kegiatan menunjukkan adanya
kerjasarna yang saling berhubungan antar program
pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai 8
(dela+an) Agenda Pembangunan) 4 (empat) Tekad Provin-si
Nusa Tenggara Timur dan Pembangunan Desa/Kelurahan
Mandiri Anggur Merah;

6. Local Planning : seluruh rencana program/kegiatan daerah
dan desa disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata
daerah dan desa yang menga.cu pada pnnsip-pnnsip
perencanaan partisipatif;

2.

3.

４
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B.

7, Bersfat saltng m.angunht"ngkan r-rntrlk program./kegia,tan
pembangunan kerjasama antar daerah atau antar desa;

B. Koordinatif dan konsultatif fungsionar dalam rangka
mewujudkan keserasian dan keterpaduan perencanaan
pembangunan daerah, Kabupaten/Kota dan Desa dengan
kehrjaka-n pembangunan Provinsi dala:n satu kesatuan
perencanaan regional;

9. Tqat Aza.s : Konsisten pada ketentuan peraturan
perundangan yang sudah ditetapkan.

Pengelolaan Dana

1. Pengelolaan Dana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
dilakukan atas dasar prinsip Transparansi, Akuntabilitas,
Efisiensi dan Peningkatan Proporsi Belanja publik;

2. Pengelolaan dana dilakukan dalam rangka meningkatkan
perr,i,-ujudan c,tonomi daei:ah yang bei-tumpu pada asas
pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan kepada
masyarakat;

3. Pengelolaan dana diarahkan untuk mendukung pemanfaatan
sumber daya alam dan lingkungan hidup secara
herk-ela nj uta-n, -serta pemanfb_atan produk dala-m negeri;

4. Pengelolaan dana diarahkan untuk dapat mengembangkan
inisiatif, prakarsa dan kapasitas lokal melalui partisipasi
masyarakat dan aparat pemerintah secara interaktif
khususnya dalam memecahkan masalah peningkatan
produksi, pela5ranan kepada masyarakat, oelestarian
lingkungan hidup dan pengentasan kemiskinan;

5. Pengelolaan dana, menghindari terjadinya praktek Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Program/kegiatan yang dibiayai sumber dana pinjaman/hibah
luar negeri, selain mengikuti prinsip-prinsip tersebut di atas,
memperhatikan dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang
disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan negara donor.

Pen5rusunan dan Perubahan

1. Penyusunan

Dalam penyusunan RKA SKPD di Kabupaten/Kota,
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1.1 . f)alam rangka men5riapkan ra,rlcangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah bersama-
sama DPRD menyusun KU-APBD dan PPAS dengan
mempedomani Lampiran A.XKI Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tanggal 15 Mei
2006 tentang Jadwal Pen5rusunan Anggaran
Pendapatan dan BelanJa Daerah.

1.2. Dalam menyusun KU-APBD sesuai point 1 di atas,
diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat,
berpedoman pada RPJMD, Renstra Daerah, RKP Provinsi
d an Kabupaten / Kota, -serta- pokok-pokok kebija-ksa:ra-ast
nasional di bidang Keuangan Daerah oleh Menteri
D4lam Negeri.

/
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2.2 Hal―hal yang melatar belakangi tettadinya perubahan
Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah, dibahas

露渤私∫鵠蒜 Sttutt dttgttu織
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tersebut dan inemenuhi kuali■ kasi teknis dan adttlinistrasi
yang disyaratkan;

c)Dalam  pelaksanaal■nva,  semua  kegiatan  selalu
mempemadkan pHndpむ at∬

T:∬ Ⅷ 酬 富
masyarakat dan dunia u(
seca曖l畿r ikut mengawasillya;

°
撻■
1部場驚:器締■littal:T批

1)Attθた  Xhoりα4ぉαSJα4  λη″′1。lα `  Proミes  usu駈progran1/keghねn  telah  berlangsung  setahun

酬 鯰■attn雷器Ψ蹴盤pttang ini kurang diikuti
secara cermat dalam menviapkan sumber daya lnanusia

l淵許怖yt鍾批』「
鯖榔識

PD  inasih mencari― cari staf
untuk ditetapkan mettadi pengelolao waktu yang
dibutuhkan bahkan bisa sampai bulan Ap五 l atau Mei
pada   tahun anggaran bettalano Akibatnya prOses
pelaksanaan      prOgram/kegiatan      mengalan■

i

keterlambatan.

2)AsPeた  Fしれαtαιαたsαれαα■. PrOgram/kegiatan yang akan
dilaksanakan unt■ lk dapat dipahanti 01eh pihak― pihak
yang terkait membutuhkan dukungan Hncian infO...lasI
teknis berupa petuttuk teknis,  pedoman  teknis,
kerangka acuan atau dokumen perencanaan teknis yang
siap operasional.   Kurang siapnya penatalaksarlaan
mengakibatkan panitia pelelangan vang dibentuk tidak
tepat waktu atau tim pengelola yang ditetapkan belum
bisa  beketta  tepat  waktu  karena    dOkumen
penatalaksanaan tidak tersedia tepat waktu.

3)Aspeた  Pe″ncαれααれ 2た n・is. setiap program/ke」 atan
yattg ditetapkan apabila dttukung perencattaan teknis
Sttak diprOses pada Musrenbangdes hingga ditetapkan
dalam DIPA dan DPA maka dapat mendukung
kelancaran    dalam    pelaksanaannya.    Namun
kewataannya  belum semua DIPA dan DPA mampu
menuttukkan lokasi dan sa轍壼嶽 Щ 、ヽ rakat secttajchs.Apabila dalam DIPA maupun DPA belum jelas
sasaran  10kasi  dan  masyarakat  sasaran,  maka
semestinya dalam petuttuk operasional kegiatan(POKl
harus sudah jelas.Belum lagi disain ttknis yttg
disiapkan para kOnsultan perencaFla kadang kurang
dikontr01 dengan ketat schingga saat pelaksaanaan
IIlernbutuhkan revisi disain.

4)Aspeた  Admiれおtrα旬ら Kelemahan aspek administratif
terutama berkaitan dengan lemahnya kOntrol  dalam

鮮 ngad■)inis,asiall kegiatarl, pelaporan, dan tnatth
adanya pelelangan yang tidak sesuai dengan Perpres

だ
omor 54 Tahun 2010 jO Perpres 70 Tahun 2012
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2.

tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
Kelemahan aspek administratif turut menurunkan
capaian kinerja SKPD dalam pelaksanaan
program/kegiatan.

Program/kegiatan yang mendukung pelaksanaan 6 program
unggulan Frovinsi lilusa Tenggara Timur yang bersumber dari
Lembaga. mitra Non Pemerintah (LpM, HM, Lembaga Sosial,
lembaga. Keagamaan dan lain-lain) agar menitikberatkan
perhatian pada pelayanan atau bantuan rangsung kepada
masyarakat dan lembaga kemasyarakatan setempat dan
menghindari terjadiiiya dupltftasi dengan bantuan
Pemerintah.

Proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah agar mengacu
pada Perpres 54 Tahun 2o10 Jo. perpres 70 Tahun Cotz
tentang Fengadaan Barang/ Jasa pemerintah.

Perencamaan, pelaksanaan dan pelaporan peraksanaan
program/kegiatan Tugas Pembantuan mempedomani
Permend.agri Nomor 65 Tahun 2O0B tentang pedoman
Pembentukan Tim Koordinasi penyelenggaraan
Dekonsentra-si rlan Tugas Pemtrantua.n provinsi da_n
Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan Kabupaten / Kota.

Pelaporan dan Evaluasi

1. Pelaporan

Sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan
kegiatan Pembangunan Kabupaten/Kota guna memberikan
informasi tentang kinerja pengelolaannya, sebagai bahan
masukan penyusunan kebijakan Pemerintah dan Daerah
Provinsi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2eOT
tentang Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah, [a.poran Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah dan Informasi Penyelengga_raan
Pemerintah Daerah kepada masyarakat maka wajib
menyampaikan laporan sebagai berikut :

l.a.poran Percepatan Pengelolaan Anggaran ke Presiden RI
melalui Kantor Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan
dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sesuai
mekanisme berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri
kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh
Indonesia, nomor: 903/601/SJ, tanggal 6 Februari 2013,
perihal : Upaya Percepatan Realisasi APBD Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

Mengirimkan Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) atau DPA-Lanjutan Kabupaten/Kota masing-
masing'kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur cq. Biro
Aclministra*i Pemhangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara
fimur sebagai Tim Pembina Provinsi Dana Pembangunan
Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2OL4;
.4

3.

4.

al

b)



Sinkronisa-si Program/ Kegiatan Daerah dengan prioritas
Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Laporan Replikasi pembangunan Desa/Kelurahan
Mandiri Anggur Merah provinsi Nusa Tenggara Timur;
Laporan _Dukungan ApBD Kabupaten/ Kota terhadap 6Program Unggulan provinsi Nusa Tenggara Timur;

f_eyerinta| Kabupaten/Kota agar menyampaikan laporanbulanan Realisasi Fisik dan Keuangan [RRK) sebelum
tang6;al 10 bulan berikutnya dan LapJran iriwulan, sertal,aporan Tahunan pembinaan dan pengendalian APBDkepada Pemerintah dan tembusanny-a disampaikan
kepada Pemerintah provinsi;

$poran Bulanan, Triwulan dan Tahunan pengelolaan
Dana Alokasi Khusus;
Laporan Aset Pemerintah provinsi yang ada di
Kabupaten/Kota.

2. Evaluast dan Forum TAPD provinsl dan TAPDKabupataa/Kota
Evaluasi pada hakekatnya merupakan momentum strategis
untuk dilakukan dengan tujuan :

a. Mendorong dan mengetahui sinkronisasi dan
keterpaduan program/kegiatan ApBD Kabupaten/Kota
dengan prioritas program ApBD Frovinsi dan prioritas
Nasional;

b. Mengetahui kemajuan pelaksanaan program/ kegiatan
APBD Kabupaten/Kota;

c, Menemuk-arr kendala dan melakuka,n upaya, serta solusi
pemecahan, bila terjadi permasalahan dalam pengelolaan
program/ kegiatan ApBD Kabupaten/ Kota.

Evaluasi program/kegiatan APBD Kabupaten/Kota
dilaksanakan secara terpadu dengan Forum TApD provinsi
NTT dan TAPD Kabupaten/Kota dilaksanakan 2(dua) kali
yaitu Paruh Tahun Berialan dan Akhir Tahun 

'Anesaran

bersangkutan yang wajib dihadiri oleh:
- Sekretaris Daerah selaku Ketua TApD Kabupaten/Kota;- Asisten Perekonomian dan pembangunan;
- Ketua Komisi DPRD Kabupaten/ Kota yang menangani

Anggaran;
- KepalaBappeda;
- Kepala Bagran Keuangan / BPKAD Setda Kabupaten / Kota;- Kepala Bagian Pembangunan Setda KabupatenlKotai
- SKPD lain sesuai kebutuhan.

Dalam rangka evaluasi kinerja pengelolaan program/kegiatan
APBD Kabupaten/Kota serta pemetaan efektifitas
sinkronisasi dan keterpaduan program/kegiatan prioritas
Provinsi dan Prioritas Nasional, maka aspek-aspek yang
d!5:valuasi sebagai berikut :

t<

d)

h)



a ttyS積
1脚
姿 驚 鵠 紹濯

『
鶴sinkrOnisasi PriO五 tas

;elolaan prOgr― /ke」atan APBD

iatta langsung inenurut urusan
2)Proporsi belatta langsung dan belatta tidak langsung
menurut urusan
3)sumber pembiayaan belatta langsung berdasarkan
urusan.

C・

認 驚 釜 l」計 織 ∬ littsよ 譜 ,ゞPBN(DAK,Tugas

職 脚 曲 選 Fttibl■
獣 躙 認

PEMBINAAN,PENGENDALIAN,PENGAWAtt DAN MoNITORING

A.Pembinaan dan Pengendalian

Gubemur selaku wakil pemerintah melaksanakan pembinaandan pengendalian, serta monitoring a"" 
-i.f,r""i 

kepadaPemerintah Katrupaten/Kota -d;il 
pelaksanaanprogram/ kegiatan APBD Kabupaten/Kota dan secaraoperasionai dikoordirrasikan *if"f"i' gi.t AdministrasiPembangunan Sekretariat Daerah provinsi ttf1l

Bupati/Walikota sebag ai. penanggungiawab program/kegiatan
pembangunan di fabupatery'Xo6 ,r,trk melakukanpembinaan _ terhadap pengeloiaan Dana pembangunan
Kabupaten/Kota;

Kabupaten/Kota menetapkan jadwal Rapat Koordinasi secaraperiodik pengelolaan programTkegiut"" fj""a p"Lbangunanf -
Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap pengelola
ProgramTkegiatan yaTg mencakup , fi..rr"dr .r,Penyaluran / Pencairan dana dan pelaporan sesuai norma,prinsip-prinsip dan pedoman yang teiafr aitetapian;
Kabupaten/Kota melakukan
pemanfaatan dana sehingqa
program/kegiatan tepat sasaran;
Kabupaten / Kota bekerjasama dengan Unit/Instansi provinsi
mengadakan Bimbingan Teknis administrasi'pelelangan;
Tim Pembina Provinsi melakukan Sosialisasi peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. peraturan presiden Nomor
70 Tahun 2O12 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
Masing-masing Kabupaten/Kota berrrsaha secara cepat dan
tepat menyelesaikan administrasi DpA/ DPA_L (dari penetapanAPBD. Kabupaten/Kota oleh DPRD sampai- denganpenyelesaian DPA/ DpA-L) ;

2

3

4

5

6.

7

8

馬糧Inaalan tξttlil

9.Masin,masing Kぇbupaten/Kota menyampalkan Naskah Perda

タロetapan APBD dan R可めaranwa btt murn maupun



perubahan ke Gubernur Cq. Biro Administrasi pemtrangunan
Setda provinsi Nusa TenggaruJill!., palinglambat farrgiaf iO
{angar.i Tahun Berjatan untuk apeb'mu;i dan untuk ApBDPerubahan pada awal Bulan NopemUe. fanun Berjalan.

Pengaw- aeaa dan Monltorlng
Pengawasan dilakukan secara fungsional dan struktural olehaparat pengawas sesuai 

- 
dengan peraturan a"r, pu.ria"rrg_undangan yang berlaku oleh :

1. Gubemur melakukat pengawasan sesuai kewenangan yangdilimpahkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 pasal C, nasat 4 "t;l (i,jap easlt- ! ayat (4), serta peraturan pemerintah Nomor 23Tahun 2011 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas danWewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernui-S"t"g*
Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi;

2. DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah, lebih mengarahkepada pengawasan untuk menjamin tercapainya *af"r..,yang telah ditetapkan bersama dengan pihak eksekutif
sebagaimana tertuang dalam ApBD;

3. Badaa pengawas sebagai aparat pengawas daerah supaya
menin-gkatkan pengawasannya terhad-ap kinerja e..".r'gi"i
Daerah dalam melaksanakan ApBD;

4. Lembaga atau kelompok masyarakat pers dan masyarakat
lainnya (Kontrol Sosial);

5. Biro Administrasi pembangunan Sekretariat Daerah provinsi
NTT melakukan monitoring pengelolaan APBD
Kabupaten/ Kota secara berkala danTatau seluai kebutuhan.

[v" PEUBIIIAANT PEIUA.NTIIUAU DAN EvAtruasl DArya AtoI{AsI
KHUSUS (DArq

_. - 
sesuai dengan pasal 39 Undang-undang Nomor 33 T.hun 20o4

disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepadapemerintah daerah tertentu untuk mendanai i<egiatan tt 
"""* 

'v""s
merupakan ulusarr daerah. Sementara itu, pasal 51 peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 menyebutkan bahwa DAK
dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai tegiatan
khu.susyang rnerupakan bagian dari program yang menjadi pri"oritas
nasional yang menjadi urusan daerah.

DAK Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2OI4 digunakan untuk
mendanai kegiatan 19 bidang pembangunan, yaituj (1) prasarana
Pemerintahan; (2) pendidikan; (3) Kesehatan; (+l Keluarga
B_erencana; (5) Infrastruktur Air Minum; (6) Infrastruktur Sanitaii;
(7) Infrastrulrtur Irigasi; (8) Infrastruktur Jalan; (9) Keselamatan
Transportasi Darat; (10) perumahan dan pemukiman; (11)
Transportasi Perdesaan; (12) Energi perdesaan; (13) fertanian; (i+)
Kelautan dan Perikanan; (15) Kehutanan; (16) Lingkungan Hiaup;
(17) Sarana dan Prasarana Perdagangan; (1g) Sarana dan prasarana
Daerah Perbatasan: (19) Sarana dan prasarana Daerah Tertinggal.

,(
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Pemanta,*""1 {q, pengawtsan- dari kegiatan yarrg dibiql,afmelalui Dana DAK ini melibatkan tiga"-rra p""tills, yaitupemantauan teknis, pelaksanaan kegiatan dan- aaniinistrasrkeuangan serta penilaian terhadap ma"riai-iilgiatan yang dibiayaioleh DAK tersebut. oleh karena itu dalam penyerenggaraan
progrqry/kegiatan pembangunan yang biayai melalui DAK dituntutpengelolaan yang efisien, efekiir, 

"r.r"t"u"i serta ,transparan
sehingga output dan outcome-nya bisa dirasakan oleh masyarakat.

untuk mewujudlg keingrnan dan tuntutan tersebut, sertadalam rangka efektivitas pelaksanaan program/kegiatanpembangurian yang clibiayai nierilui DAK uesuai alah il*ui:"*"
{ans ditetapkan, maka upaya melakukan pembinaan, p.r""Lr"r,dan evaluasi secara terpadu tlrhadap ' perar.sarr".r,program/kegiatan merupakan suatu kebutuhan serta merupakanupaya strategis yang sangat menentukan keberhasilanprogram/kegiatan secara efisien dan efektif, dan u-ntuk pemerintah
Kabupaten/Kota diwajibkan membentuk Tim Koordinasi pembinaan,
Monitoring dan Evaluasi DAK Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah melalui tim koordinasi melakukanpembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap mq.nfaat
pelaksanaan DAK yang rnelibatican pihak terkait setempat.
Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi DAK di daerah
b_erpedoman pada surat Edaran Bersama (sEB) Menteri DalamNegeri, Menteri Keuangan, dan Menteri 'Negara perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor o23g /M.ppN/ 1,L /2oog,sE t722/MK.or /2008, 9oo/3s56/sJ tentang petunjuk pelaksanaan
Pemantauan Teknis pelaksanaan Dan Evaluasi pemanfaatan Dana
Alokasi Khusus (DAK). SEB dimaksud mengatur tata hubungandalam pelaksanaan pemantauan dan Jvaluasi DAK yang
dilaksanakan a.ntar tingkat pem.erintahan.

A. TUJUAN PEMBINAAN

1. Mendapat informasi mengenai perkembangan pelaksanaan
program/kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui DAK
Tahun Ang;garan 2Ol4;

2. Mengidentifikasi dan mengiventarisasi permasalahan dari
aspek teknis maupun administrasi serta upaya pemecahan
yang akan/telah dilakukan;

3. Mengevaluasi hasit
khususnya berkaitan
pembangunan yang
sebelumnya.

B. SASARAN PTMBINAAN

pelaksanaan program/kegiatan
dengan pemanfaatan hasil-hasil

telah dilaksanakan pada tahun

1- Melakukan pembina-an dan pengendalian terhada-p
pelaksanaan program/kegiatan 19 bidang pembang*na,
yang dibiayai oleh DAK pada SKPD pelaksana DAK Lingkup
Pemerintah Provinsi NTT dan 22 Kabupaten/Kota se-provinsi
NTT agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai
dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
/1
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2- Memberikan masukan, sa-ran dan rekomendasi yang
berkaitan dengan kebijakan perencanaan program/kegiatan
yang akan datang.

C. RUANG LINGKUP PEMBINAAN

1. Program/kegratan yang dilaksanal<an oleh sKpD pelaksana-n
DAK Lingkup Pemerintah provinsi NTT dan pemerintah
Kabupaten/Kota yang dibiayai merarui DAK meriputi :

a) Persiapan (SK/ROK);

b) Pelaksanaan (proses tender, kontrak, realisasi
penyerapan anggaran, realisasi fisik serta permasalahan
yang telah/akan dilakukan) ;

c) Pelaporan (bulanan, triwulan, dan tahunan) dan;
d) Pemanfaatan {outpuf dan outcomel.

2. Hasil petaksanaan program/kegiatan yang
dilaksanakan tahun sebelumnya.

3. Tindaklanjut hasil pembinaan, pemantauan dan
terpadu tahun sebelumnya.

4. Pembentukkan dan optimalisasi rim Koordinasi pembinaan
Pemantauan dan Evaluasi DAK Kabupaten/Kota.

IIASIL YANG DIHARAPKAN

1, Perbaikan program/kegiatan yang seclang berjalan;
2. Pemecahan masalah yang dihadapi;
3. saran dan rekomendasi atas kebijakan perencanaan

program/ kegiatan yang akan datang.

TUGAS POKOI{

1. Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK
Provinsi NTT

a. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan DAK Tahun 2OL4;

b. Melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana pusat
dan kabupaten/kota melalui forum koordinasi;

c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan
triwulan pelaksanaan DAK dari Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) pengelola DAK di lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan
kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Teknis Terkait Cq. Sekretariat Bersama DAK
Ditjen Bangda Kementrian Dalam Negeri RI selambat-
larrrbatr{ya 14 (errrpat belas) hari setela}r tytrrvulan yang
bersangkutan berj alan ;

d. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan
triwulan pelaksanaan DAK Kabupaten/Kota. yang
diterima dari Bupati/Walikota dan menyampaikannya
kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keu.angan dan
Menteri Teknis terkait;

.C

telah

evaluasi

D.

E.
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e. Menyursun laporan akhir tahrln pelaksanaan DAK di
Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan
kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam trtegeri dan
Menteri Teknis Terkait cq. sekretariat Bersama DAK
Ditjen Bangda Kementrian Dalam Negeri RI selambat-
lambatnya 2 (Dua) trulan setelah Tahun Anggaran
Berakhir;

f. Menyampaikan laporan hasil pemantauan teknis
pelaksanaan DAK dan rekomendasi kebijakan kepada
Gubernur Nusa Tenggara Timur.

2. sekretariat Tim Koordinasi pembinaan, pemantauan dan
Pengendalian DAK Provinsi NTT

Mempersiapkan bahan yang diperlukan untuk
pelalisanaan Koordinasi Pembinaan, pemantauan dan
Erraluasi DAK Tahun 2OL4;

Mernpersiapkan penyelenggaraan Forum Koordinasi
untnk membahas dan menindaklanjuti hasil pemantauan
darr atau evaluasi pemanfaatan DAK Tahun 2Ol4;
Mengkoordinasikan pen"yampaian laporan pelaksanaan
DAK pada masing-masing Kabupaten/Kota y.ang tepat
waktu dan selanjutnya dianalisa dan direkap untuk
dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian terkait lainnya.

d. Menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Tahun Zelt
secara periodik dan berjenjang;

Bupati/Walikota wajib membentuk Tim Koordinasi,
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi DAK Kabupaten/Kota.
Bupati/Walikota melalui Tim Koordinasi, pembinaan,
Monitoring dan Evaluasi DAK Kabupaten/Kota wqiib
menyampaikan Laporan Pengelolaan DAK (Triwulan dan
Tahunan) ke Gubernur NTT cq. sekretariat Tim Koordinasi
Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK provinsi NTT
dengan alamat : Biro Administrasi Pembangunan Setda
Provinsi NTT Jl. Raya El Tari Nomor 52 I(upang-NTT dan
melalui e-mail : timdakntt@ttprov.go.ld.

F. WAT(TU PELAKSANAAN

Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluar:i terpadu
program/kegiatan yang dibiayai melalui DAK dilakukan secara
periodik dalam satu tahun anggar€Ln;
Untuk Tahun Anggaran 2Ol4 pelaksanaan dimulai sejak
ditetapkan Keputusan Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan
dan Evalua.si DAK Provinsi NTT.

G. MBI{ANISME PELAITSAITAAN PEMBIIIAAN PEMAITTAUAN DAN
E|ITALUASI TERPADU
Pembinaan, pemanta.ua,n dan evaluasi terpadu prograrnr/kegiatan
pembangunan yang dibiayai rnelalui DAK dilalcsanakan oleh Tim
yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur
Nusa Tenggara Timur.
f<

a.

b.

C.

3.

4.
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Keglattn di ProvlmsI NTT

a.Tigl Koordinasi Pclnbinaarl,Pemantauan dtt Evaluasi DAK
Provinsi NTT melakukan pembinaan, pemantauan dan
evaluasi terpadu program/kegiatan yang dibiaytt melalui
DAK Ineliputi:

1) Penetapan wilayah pembinaan dan pemantauan, serta
penyusunan rencanaJadWal pelaksanaan;

2)PenyuSunan kuisioner(daftar)isian yang akan digunakan
dalan■  pelaksanaan  pembinaan,  pemantauan  dan
evaluasi ttrpadu berdasarkan lmasukan Tim;

3)Menyampaikan informasi tentang rencana pelaksarlaan
kegiatan pembinnnn,pemantauan dan evaluasi terpadu
beserta kuesioner(daftar isian)kepada SKPD Pelaksana
DAK Lingkup Pelnerlntah PrOⅥnsl NTT dan PeJmerlntah
聰島ttpattn/1bta se‐ W yang daptt didownload melttui
situs website:
http://_.fOrumkabkotasenttocOm,serta
email timdakntenttprov.gooid

b.Tiln Koordinasi Pembinaan,Pemantauan dan Evaluasi DAK
Provinsi NTT melakukan persiapan kuttungan pemantauan
dan evaluasi terpadu ke Kabupaten/Kota,yang membahas
antara lain:

1)Penyiapan bahan program/kegiatan untuk informasi bagi
Kabupaten/Kota;

2)」adwal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terpadu di
Kabupaten/Kbttλ

;

3)Lokasi Kabupaten/KOta yang akan dikuttungi;

4)PersOnil yang akan ikut dalam Tirrl Pelak.sanaan
Pemantauan dan Evaluasi Terpadu,merupakan personil
yang dituttuk 01eh Pembina dan Pengarah;

5)Pembttan tugas kuttungan lapangan masing― masing
al■g"ね Tim;

6) Penyiapan bahan paparan Tiln Pemantauan dan Evaluasi
Terpadu  berdasarkan  format  laporan  dan  hasil
kuttungan lapangan.

co Tinl Koordinasi Pelmbinaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK
Provinsi NTT lmelakukan Rapat Kbordinasi nemanね uan dan
Evaluasi DAK secara pe五 odik yang dihadi五 olch Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan di Kabupatenノ Kota

a` Han Pertama dan Кbdua(sesl■ al kebutuhan)
Melakukan kuttungan lapangan ke lokasi pelaksanaan
kegiatan pembangunan yang dibiayailnelalui DAK.
〆
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h. Hari Ketiga
Pertemuan Konsolidasi yang dihadiri oleh Tim DAKKabupaten/Kota dan SKpD pengelola DAK Kabuprnten/Kota
dengan agenda :

1) Pembinaan dan pengarahan oleh Koordinator Tim
Kunjungan Lapangan;

2\ Pemaparan oleh Tim tentang hasil kunjungan lapangan;
3) Klarifikasi hasil sementara pelaksanaan pemantauan danevaluasi bersama dengan spKD -pengelola 

DA*
Ka-bupaten/Kota sekaligus merumuskan ha.iil ke4a Tim
dan menyampaikan laporan sementara hasil pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi kepada Ketua Tim DAK
Kabupaten/Kota.

恵.腑 ORAN ttASttI PttMBmAAN,PttNTA■鳥腐 DAN ttvttVASI
TERPADU DAK

a. Ringkasan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan
Koordinator Tirn Pemantauan dan Evaluasi kepada Ketua
Tim Koordinasi Pembinaan,Pemanhuan dan Evaluasi DAK
P性ぃ lrlsi NTT pahntt launbat l (satu) minggu se撻

lιttl
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dengan tembusarl
kepada Sekreta五 s Daerah Pro宙 nsi NTT sebagai Pengarah
(ForFnat lattOran DAK terlanlpirl.

bo LapOran hasil pemantauan dan evaluasi secara lengkap
disampaikan Ketua Tirn Koordinasi Pembinaan,Rmantauan
dan Ev`通uasi DAK Pro宙 nsi NTT paling lambat l(satu)bulan
setelah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepada
Guberntlr dan Wakil Gube...ur sebagal Pembina dengan
telnbusan kepada Walikota dan para Bupati.

c. Hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi
terpadu ini dapat dilnanfaatkan untuk:
1) Menlberikan umpan balik bagi penyempurnaan kebむ akan
prograln/kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui
DAK tahun berikutnya;
2)Bahan kOordinasi program/kegiatan lingkup kelnenterian
terkait bidttg DAK, Pelllerintah Kabupaten/Kota dan
lintas sektor.

d. Sebagai tindak l〔 uttut hasil pembinaan, pemantauan dan
evaluasi te:pttdu, Ti.‐ r. Kbord・inatt Per.■linaar., Pelm直nねuan
dan Evaluasi perlu mengambillangkah-langkah:

1)Menyampaikan usulan,rekomendasi untuk perbaikan
terhadap permasalahan yang ada dengan lrlemperhatikan
ketentuan dan peratuFarl yang berlaku)

2)Mengk00rdinasikan masalah―masalah yang berhubungan

♂,′
ngan pelaksanaan DAK kepada Kementerian terkait.
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Vヽ  
…
・
皿 P∝ OK LttINWA

l.Berdasarkan Pasa1 186 ayat(1)Undang― Undang Nomor 32
Tahun 2004 bahwa Rancangan Perda Kabupaten/Koね tentang
APBD yang telah disetuJui bersama dan rancangan peraturan
Bupati/WalikOね tentang Pettabaran APBD,sebelum ditempkan
oleh Bupati/V政通il《)ta, paiing lma 3 itiga)hari diSarrlpttn
kepada Gube...ur untuk dievaluasi, yang pelaksanaannya
dtabarkan lebih l`遭Jut untuk dipedomani sesuai Peraturan
MenteH Dalam Neged Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.

2.Bupati/WalikOta se Pro宙 nsi Nusa Tenggara Timur waib
melaporkan pelaksanaan kegiaね n pembangunan yang dibiayai
dengan dana Dekonsentrasi,Tugas Pembantuan, Dana Alokasi
Khusus setta pembiayaan lainnya yang bersumber da五 APBN
sesuai Peraturan Mente五 Dalam Nege五 Nomor 65 Tahun 2008
tentang“ Pしdοれαれ′しれbe几減たαれ r,■ KoO燿jれasi Pし几yθセnggα

“
αα屁

DeたOnsentrasi dα れ ragαs Pりmbαれ加αれProッ i7■〕i dαれ Pe′ηわθれ勉たαれ
賓れ  Koοだ・inasi  R7■ yθ:θttgαttαれ  nり as  Rmbα れ放αれ
Kab“ραte″Kotα"dan APBD Pro宙nsi secara berkala.

VI、 P避慶UTUP

DerFlikian Pedoman Umum Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota se
Provinsi Num Tenggara Tiinur Tahun Anggaran 2014 ini dibuat
untまk dipedo童嚢遺li dd江鷹l pelこ山1壼蔵naannya.

クGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,)

ι
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LAMPIRAN II :PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR  :  TAHUN 2014
TANGGAL :         2014

FO― T RING― N APBD即 醸ⅣURUT URUSAN PEDEEttTAH DAERAH DAN ORCAFISASI TAHUI
ANGG-2014

KABUPATENI KOTA:____

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORCANiSASi PENDAPATAN

BELANJA

TlDAK LANeSUNG LANeSUNG
JUMLAH
BELANJA

2 3 イ 5 6

Pendidlkan

1.01.01 Dinas/ Badan/ Kantor rcoo<looom<

1.0102 Dst.

1,02 Kesehatan

1.02.01 )inas/Badan/Kantor xDooooo(

1.02.02 Dst.… …

1.03 Pekenaan umum
1.03.01 Dinas/Badan′KantorxoOoOM
1.03.02 Dst.… .__.…

1.04 Perumahan
1.04.01 Dinas/Badan/Kantor-OooOC

1.04.02 Dst,

1.05 Penataan Ruano
1.05.01 Dinas/Badan/Kantor xκ Юoαχ

1.05.02 Dst.… .′ ...…
…

1.06 Perencaraan Pembangunan

1.06.01 Dinas/Badan/Kantor ЮⅨЮⅨ

1.06.02 D帆 ..… ′....・ …・ ・・ ¨ ¨

1.07 Perhubungan

107.01 Dinaゴ Badan/Karltor χЮOαX
1.07.02 Dst........● ●●●●●

1.08 Linokunoan Hidup
1.08.01 Dinas/Badan/Kantor…
1.08,02 Dst..… ....

/

竃

..11111■ 1■11●
=||■

|■ |111■ ||||||
| ..  :|||   |‐  |  |
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チ 2 3 イ 5 6

1.09 Pertanahan

1.09.01 DinaJBadan/Kantor rcq)oo(
1.09.02 Dst.… .´…
1.10 Kecendudukan dan Catatan Sini:
1.10.01 Dinas/Badan/Kantor ⅨⅨⅨxxx

1.10.02 Dst........・ ・・・・・

1。 11 Pemberdavaan PeremDuan dan Perlindunqan Anak

1.11.01 DinaS/Badan′Kantor―
1.11.02 Dst..

1.12 Keluaroa Berencana dan Keluarga Seiahtera
1,12.01 DinaVBadan/Kantor rcoooo(

1.12.01 Dst

1.13 sosia:

1.13.01 Dinas/Badan/Kantor ЮⅨЮ∝

1.13.02 Dst.… ...…

1,14 l(etenagakerjaan
1.14.01 Dina9BadanlKantor )<xpofi
1.14.02 Dst.… ..……….

1.15 Koperasi dan Usaha Kecll Menenqah
1.15,01 Dinas/Badan/Kantor xχ oαⅨ

115.02 Dst........・ ・・

1.16 Penanaman Modal
1.1601 DinaVBadan/Kanlor )oq)ofi
1.16.02 Dst………………
1.17 Kebudayaan
11701 DinagBadan/Kantor rcoqro<

1、 17.03 Dst.………
1.10 Pemuda dan Oiah Raga
1.18.01 Dina JBadar/Ka ntonoooo<xro<

118.02 Dst.… ……… ...・ .

1.19 Kesatuan Bangs dan Politik Dalam Negeri
1.19.01 Dinas/Badan′ KantorDooooM
1.19,02 Dst._._

19.03

1904

/



2 3 イ 5 6

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan

1.20.01 Dinas/Badan/Kantor lo<pooom<

1.20.02 Dst...

1.21 lctahanan Pangan
1.21.01 Dinas/Badanノ Kantor xxxxxXXXX

1.21.02 Dst.......… …・・

1,22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.22.01 Dinas/Badan/Kantor pooooooo(

1.22.02 Dst.

1,23 statistik

1.23.01 Di nas/Badan/Kantor poooo<po<

1.23.02 Dst..

1.24 Kearsipan
1.24.01 Dinas/Badan/Kantor lm<xxxxro<

1.24.02 Dst..

1,25 Komunikasi dan inforrnatika

1.25.01 Dinas/Badan/Kantor )ooooooqx
1.25.02 Dst..

1,26 Perpustakaan
1.26.01 Dinas/Badan/Kantor…
1.26.02 Dst,… …………….

Pertanian
2.01.01 Dinas/Badan/Kantor…
2.01.02 Dst..¨

2.02 Kehutanan
2.02.01 Dinas/Badan/Kantor pooo<loo<x

2.02.02 Dst.¨ .̈.………

2.03 Enerqi dan Sumber Daya Mineral
2.03.01 DinaslBadan/Kantor rooooooo<
2.03.02 Dst

2.04 Pariwisata
2.04.01 Dinas/Badan/Kantor moo―
2.04.02 Dst

/



LAMPIRAN IX:PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR  :  TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

LAPORAN KEMA「 UAN TRIWULAN.¨ "..
CHECКLIST DOKUMEN DAN KECIATAN PELAKSANAAN

DANA ALOKASI KΠ USUScDAЮ
TAIIUN ANGGARAN 2014

Provrnsi Nusa Tenggara Timur

KmlKab
SKPD

Bldang

Fom■ ●●●AK_lll

_  1  __   2014
Sekretarls KabupatenfKota...… ...・ ¨̈・・・

Keterangan
Kolom 3 Nomor 1 , Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah
Kolom 3 Nomor 2, Diieitanggal diterimanya Juknis oleh Daerah

Kolom 3 Nomor 3, DiisiEnggEl ditarimanya Rencana Kerja dan Anggaran SXPD

l;wir J rwrrM +, uas @tuucl urtsxtr{rra urA{^rs
Kolom 3 Nomor 5, Diisitanggl ditarimanya SK Penebpan Pelaksana Keghtan

Kolom 3 Nomor 6, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya kegiatan tender untuk pekerjaan kontrak

Kolom 3 Nomor 7, Diisi tarpgal (range) dilaksanakannya pershpan swakelola

lGlom 3 Nomor 8, Diisi tanggal dihksanakannya Pekerjaan Konfak
Kolom 3 Nomor 9, Diisi targgal dilaksanakannya Pakerjaan s,vakelola

Kolom 3 Nomor 10, Diisi tanggal diterbitkannya SPP oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran

Kolom 3 Nornor ',l 1 , Diisi tanggEl ditehitkannya sPM yang dite6itkan oleh pengguna anggaranrkuasa pehgguna ahggaran
t--+---rr-- 6h!!

iiui{rrtt J,rutu 12, uNt qtgudt uluu((atltyd Srzu ulgutMil vMr Dqualaa vtrtutl vdat BU&*ndl JFlo

辞 .........● ●●●●●●●●●・・・・・・・・・・・・・・

TIMUR,

L

No Ilokumen/Kesiatatr Wtttu Keteransan
2

BDANG:PENDDIKAN
I PERENCANAAN
l PMK tAlokasi dan Pedoman Umtunb

Pafi mirrk Tetnis (Jr*lris)

3 Penyusman Rencsna Keria dan Aneearan SKPD

Penetapan DPA‐ SKPD
PELAKSANAAN

5 SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelak,IMttn TCnder Pekella bntak

7 Persiapan Pek€ri$n Swakelola
N!1.:a.+:i.ar!1 nrt-:r*.r.ai rr-rErrrt:
L uraMr r vagrlrE! 1\uuu6

Pelaksanaan Pckclaan Sヽ ●ヽよ。lola

Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Pennttan sunt PeHntah Membavar(Sm

Pcnerbitan Surat Penntah Penca缶銀 Dana(SP2D)

BIDANG KESEIIATAN eClaり anan D3S● 0
I PERENCANAAN
1 PMK(Abbtti dan Petloman Umtlm)

2 Pemluk Tekllis(J山面め

3 Penyusunan Rencafla Keria dan Anggaran SKPD

Penetapan DPA‐ SKPD
Ⅱ PELAKSANAAN
5 SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelak― Tender Pektta Kontrak
7 Persiapan Pekeqiaan Srvakelola

8 Pelaksanaan Pekeri aan Kontrak

9 Pelalisanaan Pekeri aan Swakelola

Panerbitan Surat Permintaan Pembavaran (SPP)

Pcnerbitan Surat P― tah Mentbava (SPMl

Penerbltan Surat Pcnlltall Pencara■ Dana rSP2D)

FRANS LEBU RA%



LAMPIRAN X :PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR  :
TANGGAL :

TAHUN 2014
2014

FORMAT LAPORAN KEMAIUAN TRIWULAN,CHECKLEtt DOKUMEN DAN KECIATAN PELAKSANAAN DAK

1 Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
2 Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis
3 Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
4 Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD
5 Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksana Kegiatan
6 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
7 Permasatahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
8 Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D
9 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
10 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekeriaan Swakelola

Keterangan
1 Pelaksanaen DAK adelah SKPD Kabupaten tsrkait yang b€rtanggung jaurab terhadap bidang DAK masing.lnesing
2 Bidang DAK sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
3 Jenis kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis masing-masing bidang DAK
4 Kolom 15 diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan kode masalah yang tersedia
() Satuan penerima manfaat disesuaikan dengan kegiatan di masing-masing bidang DAK

Kolom 3 Nomor 1, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah
Kolom 3 Nomor 2, Diisi tanggal diterimanya Juknis oleh Daerah
Kolom 3 Nomor 3, Diisi tanggal diterimanya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Kolom 3 Nomor 4, Diisi tanggal diterimanya DPA-SKPD
Kolom 3 Nomor 5, Diisi tanggal diterimanya SK Penetapan Pelaksana Kegiatan
Kolom 3 Nomor 6, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya kegiatan tender untuk pekerjaan kontrak
Kolom 3 Nomor 7, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya persiapan swakelola

3 Nomor 8, Diisi tanggal dilaksanakannya Pekerjaan Kontrak
3 Nomor I, Diisi tanggal dilaksanakannya Pekerjaan swakelola

Kolom 3 Nomor 10, Diisi tanggal diterbitkannya SPP oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara

Kolom 3 Nomor 1 1, Diisi tanggal diterbitkannya SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
Kolom 3 Nomor'12, Diisi tanggal dlterbitkannya SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM

PETUNJUK PENGISiAN FORM:DAN FORM‖ LAPORAN DAK SESUA:SURAT EDARAN BERSAMA 3{T:CA)MENTERI



S:STEMATIKA
LApoRAN AKH:R DANA ALOKASl κHusus rDAKl

BERDASARKAN SURAT EDARAN BERSAMA 3(T:GA〕 MENTER

: PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
b.Tujuan penulisan Laporan

‖ HAS:LPELAKSANAAN DAK
a. Umum
b. Per bidang DAK

‖:PERMASALAHAN DAN KENDALA PELAKSANAAN DAK
a. Umum

i. Perencanaan
ii. Penganggaran
iii.Pelaksanaan
iv,Pemanlauan
v. Evaluasi

b. Khusus
i. Keberadaan dan peren tim koordinasi
ii. Proses dan mekanisme koodinasi

c. Per Bidang DAK

lV PENUTUP
a. Saran den masukan
b. Rekomenda$ kebuaken untuk pemenntah pusat

LAMPIRAN

lampiran adalah Form l, Form ll dan Form lll, Laporan Triwulan lV

LAMPIRAN Xl :PERATURAN CUBERNUR NUSA TENCGARA TIMUR
NOMOR  :  Tahun 2014
TANCCAL :        2014

t/GUBERNUR NUSA TENGGARA¶ MUR,じ

た1lriξt〔:



FoFnarrnf meapakan lamprra/7″ ぬ″わЛmaFrarcangan Perarura● K●pab Daera力 bese′ね

lamprra″●ya dalam Kepmerdagr′ 3に006

Kel Kdoln i

l Diな l kode rekeningまぉualurutan urusan Pemenntah Daorah dan organisasiyang ada d Kab/Kola

2 Dilsl uralan urusan Pemerintah daerah dan Orgmisasiyang ada d KttKola

3 DIS Ⅲnhh dana Pendapalan sesua Щlan unlsan Pomen■ an daerah dan oЮ anittlyang ada d Kattda lpa● kO m 2)

4 DIs lunhh dana 8ehna Tidak Langsung sesualuttan urusan Pomennah daeran dan organisag yang ada d Kab/Kola tt k● 10rn 2)

5 DIs,mbh dana Betatta Langsung sesuJ unJlan umsan Pome‖nah daeah dan Oり anisaSlyang ada d Kab/Kdaぃ ada kO10m a

6 DIs pmhh dana 3olana y9 m。田pakantdd darl Bdana Langsu"dan T● ak Langsung pada kd鰤 4 dan 5

BupatMalikota/Asisten/Kabag Adm,Pcm

Bangunan Kabupaten/ Kota

LouBBRNuR NUSATE TIMUR

F― S LEBU
′

ル

2 3 イ 5 6

2.05 Kelautan dan Perikanan
20501 Di n as/Bada n/Ka ntor xxxxxxxxx
20502 Dst
2.06 Perdagangan
2.06.01 Dinas/Badan/Kantor― xx
2.06.02 Dst.… .´ …..…・・・

lndust“2.07

20701 Di nas/Bada n/Ka ntor xxxxxxxxx
20702 )St.…

2.08 Ketranrmiqrasian
0801 rn/Kantor xxxxxxro(
2.0802 Dst....′ ...・ …・



LAMPIRAN III I P[RATURAN CUBERNUR NUSA TENCCARA TIMUR
INOMOR  :  TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

SINKRONISttII)ROGRAM/KEGIATAN DAERAH DENGAN PRIORITAS NAS10NAL DILN PROVINSI NTT MENURUT BAIANIA APBD
TA20,14

l(-.teranSan :

krlom 1
lQ)lrm 2

i(rbm4
lGrom 5
fn)lom 6

…   … 、   2014
Nomor lJfllt
lenis Pric tas Nasaonal
Di lsiNaila ProSram Daerah te Kait Pfloritas Nasiofiq
Jumlah 8:lanja Tidak LanssunE
Jumlah EalEnja Langsung
lotalbekrnja (kotom 4 + kotom 5l

a.n. BupatrWalikota.....

R!

|ヽo Prioritas Nasional ProBram Daerah
Belania Tldak

Langsung
tRp,

Belanja tangsung

(Rp,

」umlah

(Rp,

1 2 3 4 5 6

A

1

Pdoritas Nasional

Reformasi Biro(rasi dan Tata Kelol,
2 Pendidikan

3 Kesehatan

4 Penanggulanga,n Kemiskinan

5 Ketahanan PangBn

6 lnf.astruktur
フ lklim lnvestasi,lan lklim Usaha

8 Energi

9 Lingkungan Hislup dan PengelolaaF Eencana

Daerah Iertinggel, Terluar, TerdeDirn dan Pasca Konlik
Kebudayaan, ("eativitas, dan Inovisi Teknologi

3 Prioritas Eidars
1 Politik, Hukum, dan Keamanan

2 Perekomian

3 Kesejahteraan Rokvat

」umlah Total

lcunEnuun rusA firNGG,



LAMPIRAN IV :PEWiTURAN
NO暉)R  :
TANGGAL i

GUBERNUR NUSA TENCCARA TIMUR
TAHUN 2)14

2014

DUKUNGAN APBD KABUPATEN/KOTA TERHADAP 6 TEKAD:PROVINSI NTT ttENURUT BEttJA TA 2014

&l€rangan PenSisian:
(r'lom 1 Nomor urut a tekad

(olom 2 Nama Produl Unggula.6 Tekad

Xolom 3 Dalsirincian s(PD Penselola tertalt Bllakanaan 6 Tekad
(olom 4 Di isi oama rogram dan jenis ke8ratan masinS-masing SKPD P. n3elol.

Xolom 5 Di isl jumlah b€lanja t idak lanssung seluai APBo

Xolom 5 Dlisijumlah belanja langsuog sesuai ,.PBD

(olom7 DiisitotalLnanja(koloms+kolom5)

0● ‐ ,             ^   :2° 14

an Bupar″ alkota  _   _.…  ……

,1ヽ o PRODUK Uヽ 16GUIAN 4 TEKAD SKPD PENCEしOIA Prograrn/Kegiatan
Belanla Tldak

tangsung

rRpl

Be anla

tangsung

rRo)

,ぃmlah

(Rp)

1 2 3 4 5 6 フ

PERTANIAN/1AGUNG

iumlah
SAPI

Ju[η lah

КOPERAS

」umlah

4 CENDANA

3um ah

PERIKANAN Kしい1,TAN

,um ah

PARヽV SATA

」umlah

Jum ah Tota(1■ 2+3+415+6)

0cuggBNun t.tusq Tgncce



LAMPIRAN V : :PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIM:JR
NOMOR  :  TAHUN 2014
TANGGAL :         2014

REPLIIG“;PROGRAM DESA′KELURAHAN MANDIRIANGGUR MERAH

PRO1iRAM,....,...,..-.,........ .,....,..,...,. (CantumNan nama program)

κABuPATEヽ /KOTA …    .
TAHUN ANCCARAN 2014

l(?terangan:

Krlom 1 No lJrut

l(rlom 2 DilsiNama Kecamatan

Kllom3 0ilsiNamaDesa/Keltrrrrhan

Kllom 4 Di hljumlah pokmas penerima bantuan

l(JIom 5 Jumlah anBgaran per desa/kelurahan

…`    …  ,…   ……|  ` ‐ 2014

in BUPAT1/WALIKOTA

/cueBtrNun NUSA TITNGGARA TIMTJR,I

No NAMA KECAMATAヽ NAMA DESA/КELuRAHAN
赫
一　
¨

油

Ｐｄ‐
jLH AN::GARAN per

Oest′Kei{Rpl

1 2 3 4

JUMLAH
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Ket. Kolom:
1 . Diisi kode rekening sesuai urulan urusan najlb dan dipllah dari und organisasi yang ada di KaUKota dengan rincian Fogram dan kegiatannya mastngimasing

2. Diisiuraiar urusan rmilb dan pilihan sesuai unrho ddam Permenda$i 1U2006 dengan rincian program dan kegiabnnya mring-mming
3. Diisiiumlah dala Belania Langsung jenis belania p€0aryai

4 dan 5 Diisi realisasi keuangar (Rp dan 06) belania langsung jenis belania peg*ri
6. Diisi realisasi fisik dai belania langsung jenis belsnja pegasai

7. Diisiiumlah dana balania langsung ienis belania brang drt iasa
8 dan 9 Diisirealisasi keuang$ (rlpiah dan 0,6) dai belania la{Eung ienis belania b*ang drr iasa

1 0. Diisi realisasi fisik belanja langsung ienis belania brang dan iasa
I 1 . Diisiiumlah dana belania langsung ienis belania modal

12 dan 1 3. Diisi relisasi keuangm (npialr dan %) dri belania largsung jenis belsnia modal

1 4 . Diisi roalisasi bdania lengsung ionis belanja modal

1 5 dan 16. Diisi total rcalisati kaaEar (nniah dan 0,6) bolania langsung dri b€lalia p?gawai, hrang da i6a serG belada modal

17. Diisibhl realismi fisik belania hngsung d{i bslffia p6g8r?i, belania brsng dan jasa serb belanja modd

Bupati/Walikoter/Asisten/Kabag Adm.
Pembangunan Kabupaten/ Kota

C cuspnNun NU.A TEN..ARA rrMUR,l.

A, * 
^, 

* n *.ff .Aft #tuap o?/RMdil



LAMPIRAN Vll lI PERATURAN GUヨ IERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR  :  ■ HヽUN 2014
TANGGAL : 2014

REKAplTuLASi ALO麒 ,SI DAN REALiSASill:SiK DAN KEUANCヽ N TRIWULAN...・・●●|●

DANA ALOKAS:KHuSuS(DAl《 )KABUPATENノ Kσ『A.“ ._.・¨

TAHUN ANG`IARAN 2014
Format tap DAK-1

NO PROVJuSi/KABUPATEN/KOTA ＤＡＫ

‘Ｒｐ
．
，

ＮＤＡ ＭＰ

賜

‘Ｒｐ
．
‥

Ｎ

噸
田

“

”

“

１

REAL:SASi
S:SA ANCGARAN

KETKEUANGAN
(%) TTB |る ) TTB (%〕

2 3 5=`3+41 3 9 13 14

ID:D:KAN

rs Blndidikan Pemuda dar
r Raga

2 EH′ TAN
is l(rsehatan
tASrRUKTUR JALAN

ts P,:kerjaan Umum
Mi:JUM

rs Pekerjaan Umum
5

JuMLA‖

… …… ,  ……  …   2014

臨 島 ‖s KabupatttKota… … … …

NIP… …………………………

LcuseRNun NUsA TENGGA



LruЧPIRAN VIII : PERATVRrtt GUBERNUR NUSA TENG(IARA TlMUR
NOMOR  :  TAHUN 2014
TANGGAL :

PI河nsi
K`|″Кbb
SIIPD

B1lang

Nus€ x,rnggaE Timur

Prmelah.n brkai dft ,an PmtuBn M.nt6ri Kcurngan (PMK)

P.m.sl.h.n Ertalt d.n).n P!&njuk Tcknb
Poma!.l.han t *alt d.r]il R.nam K.da dan AnggadJ SKPD
Pemelohan t ll(.lt dcftFn DPASKPO
Pm.sLMn brt fi danlil g< Pen€tap.n Pdakem K.rhbn
Parmalahan torkalt dahlan fuabnaan Talder Palorja.tn Kontrak
Pcm.sl.han tark lt d.ft).n PlEhpan Pikadarn SBk lola
Pmul.hrn t rl6lt datrril Pa..tilin SP2O
Pemmlahrn brka[ dcnrlm P6l.kshaan Pcl6rla.n Kori ak
Pmulahan bfialt drn,lan Patak$nen Pck€rlen 6iii.al'5la

fslsEngrn
t P.Lksnan DAX .dal.h SXPD K.bupat?n ig*alt yarl! bdlsnggung jMb t rh.d.p bideq, DAK m3lng-m.!hg
2 Bld.ne OA( suai dfigi n PcBtunn Mdbd K.@ngan (JrilK)
3 Jenlr k.gbtan sual dcnr.n P.tunjuk T.knlo m.slng"marmg blr.ng DAK
4 Kdom 15 dlbidangan machh-n.ehh yang tlriadl dilaplngan y.ng tc*alt d.ngan lqLxnelah y.no ir€.db
(r) &tuan p.hortr! mrrtai db.tElkan deng.n k gtst n dl lradng-mahg bHilg OAK

LJIPORAN KEMAJuAN PER T膵 ■″ULA".
DANA ALOKASiKHususl● AK)
TAHuN AN00ARI劇 2014

匡 Fom Lap oAK刊

」
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Percncaraan Krglatan
Rea:i蜘

κ蒟 廊 i

m_!ah&iluar Volume
JgAEfr

Pctrarina
ll.itur

4■ mlah
:okas:`oni●n RKPDOAK P●口dampill● TJbl● iava

(RpJuta)

Sttkel● ia κo■●閥

“

Fl● ik

Dln"pendldihn p.口 ld● dan O● h Rag●

dst

2

PGhy.nrn D.t.r
DlnG Xrsh.trn

2 dst

′
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rR4S'Pυκ7υ,フ■●●V

DlrG P.Lrl..n lrmwl
Belonlo Modol P.hgadrdn Koostrukti lalon

dst
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